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Lampiran 1. Peta wilayah Kecamatan Natar

VIUYAH BAN'Ofttt UHPU1G

Skala 1 : 150.000

Batas Kecamatan 

Sungai 

Batas Marga 

Jalan Raya

Sumber : Kantor Camat Kecamatan Natar, 2004



Sumber : PT. Keong Nusantara Abadi, 2004
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Lampiran 2. (Lanjutan)

Keterangan : Peta Wilayah PT. Keong Nusantara Abadi

: Tempat parkir 

: Kantor 

: Mess

: Laboratorium

: Ruang penyimpanan dan karantina 

: Ruang produksi lidah buaya I (pemotongan, penimbangan 

dan proses molen)

: Ruang produksi lidah buaya II (pengemasan, sterilisasi 

dan pengeringan)

: Ruang produk sebelum dibawa ke gudang 

: Tempat parkir 

: Produksi wallet 

: Jipang 

: Bekicot 

: Sarang wallet 

: Ruang perlengkapan 

: Ruang fermentasi 

: Mixing 

: Ruang sortir 

: Rebusan 

: Gudang

: Perumahan penduduk 

: Bengkel 

: Aula 

: Kantin

Al
A2
A3,A4
BI
B2
B3

B4

B5,B6
B7
Cl
C2
C3
C4
DI
D(2,4,7,8,9,11-14)
D3
D5
D6
D10
E (1,2,3,4)
F1
F2
F3

i
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Divisi Logistik dan Transportasi 
Manager

StafF Administrasi 
Logistik & Transportasi

Kabag. Gudang 
Bahan Baku

Kabag. Gudang 
Hasil Produksi

Kabag. Gudang 
Barang Jadi

Anggota Anggota Anggota
i

i
Tembusan :

1. Manager Divisi

2. Ka. Bagian

3. Arsip
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Lampiran 5. Contoh surat pengangkatan karyawan pada PT. Keong Nusanatara 
Abadi, 2004

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR 
PT. KEONG NUSANTARA ABADI

NO:
Tentang

PENGANGKATAN KARYAWAN 
PT. KEONG NUSANTARA ABADI

Menimbang: Berdasarkan keputusan Direktur Utama No. 025/KNA/SK/IV/1999, 
tertanggal 10 April 199, tentang penetapan dan pengesahan struktur 
organisasi PT. Keong Nusantara Abadi.

Mengingat : 1. Perkembangan perusahaan yang semakin pesat, maka struktru 
organisasi dibentuk sebagai sarana bagi personil di dalam perusahaan 
untuk bekerja sama, dalam mencapai kemajuan perusahaan.
2. Perlunya pendelegasian tugas, wewenang dan tanggung jawab, 

agar dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.

Berdasarkan hasil penilaian dan loyalitas kerja selama ini.Memperhatikan:

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Terhitung tertanggal, 

dengan jabatan sebagai
2. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Sdr.

jawab kepada..............
3. Segala sesuatu yang bertentangan dengan keputusan ini 

dinyatakan tidak berlaku lagi.
4. Segala sesuatu yang berhubungandengan keputusan ini akan diatur 

dalam ketentuan tersendiri.
5. Keputusan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dan 

apabila ternyata di kemudian hari terdapat perubahan, maka surat 
keputusan ini akan ditinjau kembali.

, mengangkat Sdr

bertanggung

Ditetapkan di : Bandar Lampung 
Pada tanggal ...........................

Direktur,
Tembusan

1. Manager personalia & umum
2. Kepalu..................
3. Arsip



115

Lampiran 6. Surat keterangan telah melakukan penelitian

PT KEONG NUSANTARA ABADI.
CANNED / FROZEN FOODS LOCAL & EXPORT INDUSTRIAL
Factory :
Jl. Raya B'ann Km 10 Desa Bernisan Rk.Il Nalar 
Lampung Selaian Indonesia 
Telp 62-721-91278 (nunling)
Fax. 62-721-91189 

62-721-91887 
E-rrai: pikna@indo neLid 

wongcoco@indo.net.id

SMMSO 909?
FDA FCE. No M224 
EEC APPR.Nc. 147.088 
EEC.AFFR No. 147.M.C

Mailing Address :
Sutan HasanruiCin Nc 67 

3a-nCa' ia'np.ng - 35224
nccnosa

SI 'KA T KKT KRAM GAN PENELITIAN
N o.034/KN A/2005.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

: Drs. Jinto Pakpahan 
: Kabag Pembukuan & Umum 
: P I'. Keong Nusantara Abadi 
: Desa Bumisari Rk II Kecamatan Natar 
Lampung Selatan.

Nama
Jabatan
Nama Perusahaan 
Alamat

dengan ini menerangkan bahwa: 
Nama 
N.!.M 
Semester
Jurusan / Prog. Studi

TRLANITA TARIGAN
05003104055 
IX (sembiiam)
Sosial Ekonomi Pertanian / Agribisnis

Telah selesai melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Sislem 
pengupahan dan Fasilitas di FT. Keong Nusantara Abadi Bandar Lampung

Demikian surat keterangan penelitian ini kami buat untuk dapat 
dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, Juni 2005 
PT. KEONG NUSANTARA ABADI

Drs. Jinft) Pakpahan
Kabag.PcmYukuan & Umum

mailto:wongcoco@indo.net.id
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[m 7, Data karyawan PT. Keong Nusantara Abadi, 2004

Jenis Karyawan

Lampi
JumlahDivisi/BagianNo. Jenis

Kelamin Pendidikan
Staf Harian Borongan LK PR SD193Personalia&umum

Produksi_______
Laboratorium 

Logistik ______

SMP78 TSSID2 D3SMU/Sdrjt DI86 29 103 90 10831 35 01376 0 715113413 3422 204 627 70 287 011 1720 060 42622 38 03 10 50 0 00 100 5 045202 32 112 584 89 113 25 0846 2 3107 11164 63Utility 71 305 121 43 9 7 012 0 4122 1041Keuangan&Pemasaran 41 0 07 10 31 0 00 110 3 027Iijmlah karyawan 1491 312 720 459 537 954 114 380 66 064 2 25840



117

Lampiran 8. Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003

UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

BAB X
PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu 
Paragraf 3 
Perempuan 

Pasal 76
(1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun 

dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 s.d. 07.00.
(2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang 

menurut keterangan dokter
berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya 
apabila bekerja antara pukul 23.00 s.d. pukul 07.00.

(3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 
s.d. pukul 07.00 wajib:

a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.

(4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh 
perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 s.d. pukul 
05.00.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan 
Keputusan Menteri.

Paragraf 4 
Waktu Kerja 

Pasal 77
(1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.
(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 
6 (enam) hari kerja dalam l(satu) minggu; atau

b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu 
untuk 5 (lima) hari kerja dalami (satu) minggu.

(3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi 
sektor usaha atau pekerjaan tertentu.

(4) Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu 
sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 78
(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat:
a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan
b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam 
dalam 1 (satu) hari dan 14(empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.

(2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.
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(3) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak 
berlaku bagi sektor usaha atau pekeijaan tertentu.

(4) Ketentuan mengenai waktu keija lembur dan upah keija lembur sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 79
(1) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.
(2) Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah 
bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut 
tidak termasuk jam kerja;

b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari keija dalam 1 (satu) 
minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;

c. Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari keija setelah pekeija/buruh 
yang bersangkutann bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus;
dan

d. Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun 
ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekeija/buruh yang 
telah bekeija selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang 
sama dengan ketentuan pekeija/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat 
tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap 
kelipatan masa keija 6 (enam) tahun.

(3) Pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian keria 
bersama.

(4) Hak istirahat panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d hanya berlaku 
bagi pekeija/buruh yang bekeija pada perusahaan tertentu.

(5) Perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan 
Keputusan Menteri.

Pasal 80
Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekeija/buruh 
untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.

Pasal 81
(1) Pekeija/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan 

memberitahukan kepada pengusaha,tidak wajib bekeija pada hari pertama dan 
kedua pada waktu haid.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
perjanjian keija, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 82
(1) Pekeija/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu 

setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan 
sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
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(2) Pekcrja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak 
memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat 
keterangan dokter kandungan atau bidan.

Pasal 83
Pekeija/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan 
sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu keija.

Pasal 84
Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, c, dan d, Pasal 80, dan Pasal 82 berhak mendapat 
upah penuh.

Pasal 85
(1) Pekeija/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi.
(2) Pengusaha dapat mempekerjakan pekeija/buruh untuk bekerja pada hari-hari 

libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau 
dijalankan secara terus-menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan 
antara pekeija/buruh dengan pengusaha.

(3) Pengusaha yang mempekerjakan pekeija/buruh yang melakukan pekerjaan pada 
hari libur resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar upah keija 
lembur.

(4) Ketentuan mengenai jenis dan sifat pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Paragraf 5
Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Pasal 86
(1) Setiap pekeija/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

a. keselamatan dan kesehatan keija;
b. moral dan kesusilaan; dan
c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai 

agama.
(2) Untuk melindungi keselamatan pekeija/buruh guna mewujudkan produktivitas 

kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan keija.
(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 87
(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan 

kesehatan keija yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
(2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan 

keija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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Bagian Kedua 
Pengupahan 

Pasal 88
(1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
(2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah menetapkan 
kebijakan pengupahan yang melindungi pekeija/buruh.

(3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) meliputi:
a. upah minimum;
b. upah keija lembur;
c. upah tidak masuk keija karena berhalangan;
d. upah tidak masuk keija karena melakukan kegiatan lain di luar pekeijaannya;
e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat keijanya;
f. bentuk dan cara pembayaran upah;
g. denda dan potongan upah;
h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
j. upah untuk pembayaran pesangon; dan
k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

(4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan 
produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

■
3

Pasal 89
(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat 

terdiri atas:
a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota;

(2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan kepada 
pencapaian kebutuhan hidup layak.

(3) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur 
dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau 
Bupati/Wal i kota.

(4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 90
(1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
(2) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.
(3) Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 

Keputusan Menteri.

i



121

Lampiran 8. (Lanjutan)

Pasal 91
(1) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan 

pekcrja/buruh atau serikat pekeija/scrikat buruh tidak boleh lebih rendah dari 
ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.

(2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih rendah atau 
bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan 
pengusaha wajib membayar
upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 92
(1) . Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, 

jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.
(2) . Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan

kemampuan perusahaan dan produktivitas.
(3) . Ketentuan mengenai struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 93
(1) Upah tidak dibayar apabila pekeija/buruh tidak melakukan pekeijaan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha

wajib membayar upah apabila:
a. pekeija/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekeijaan;
b. pekeija/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa 

haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekeijaan;
c. pekeija/buruh tidak masuk bekeija karena pekeija/buruh menikah, 

menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau 
keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang 
tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia;

d. pekeija/buruh tidak dapat melakukan pekeijaannya karena sedang 
menjalankan kewajiban terhadap negara;

e. pekeija/buruh tidak dapat melakukan pekeijaannya karena menjalankan 
ibadah yang diperintahkan agamanya;

f. pekeija/buruh bersedia melakukan pekeijaan yang telah dijanjikan tetapi 
pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun 
halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;

g. pekeija/buruh melaksanakan hak istirahat;
h. pekeija/buruh melaksanakan tugas serikat pekeija/serikat buruh atas 

persetujuan pengusaha; dan
i. pekeija/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.

(3) Upah yang dibayarkan kepada pekeija/buruh yang sakit sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a sebagai berikut:
a. untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari upah;
b. untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari 

upah;



122

Lampiran 8. (Lanjutan)

c. untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari upah;
dan

d. untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah 
sebelum pemutusan hubungan keija dilakukan oleh pengusaha.

(4) Upah yang dibayarkan kepada pekeija/buruh yang tidak masuk bekerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut:
a. pekerja/buruh menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari;
b. menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
c. mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
d. membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
e. isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama 2 (dua) 

hari;
f. Suami/isteri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal dunia, 

dibayar untuk selama 2 (dua)hari; dan
g. Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk selama 1 

(satu) hari.
(5) Pengaturan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja 
bersama.

Pasal 94
Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka 
besarnya upah pokok sedikitdikitnya 75 % ( tujuh puluh lima perseratus ) dari jumlah 
upah pokok dan tunjangan tetap.

Pasal 95
(1) Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau 

kelalaiannya dapat dikenakan denda.
(2) Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan 

keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase 
tertentu dari upah pekerja/buruh.

(3) Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau 
pekerja/buruh, dalam pembayaran upah.

(4) Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari 
pekeija/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.

Pasal 96
Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari 
hubungan kerja menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun 
sejak timbulnya hak.

Pasal 97
Ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, kebutuhan 
hidup layak, dan perlindungan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, 
penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, dan pengenaan
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denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur 
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 98
(1) Untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan 

yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk pengembangan sistem 
pengupahan nasional dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan 
Kabupaten/Kota.

(2) Keanggotaan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekeija/serikat buruh, 
perguruan tinggi, dan pakar.

(3) Keanggotaan Dewan Pengupahan tingkat Nasional diangkat dan diberhentikan 
oleh Presiden, sedangkan keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi, 
Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubenur/Bupati/ Walikota.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, komposisi keanggotaan, tata cara 
pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan, serta tugas dan tata keija Dewan 
Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan 
Keputusan Presiden.

i

Bagian Ketiga 
Kesejahteraan 

Pasal 99
(1) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial 

tenaga keija.
(2) Jaminan sosial tenaga keija sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 100
(1) Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekeija/buruh dan keluarganya, 

pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan.
(2) Penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekeija/buruh dan ukuran 
kemampuan perusahaan.

(3) Ketentuan mengenai jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan sesuai dengan 
kebutuhan pekeija/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 101
(1) Untuk meningkatkan kesejahteraan pekeija/buruh, dibentuk koperasi 

pekeija/buruh dan usaha-usaha produktif di perusahaan.
(2) Pemerintah, pengusaha, dan pekeija/buruh atau serikat pekeija/serikat buruh 

berupaya menumbuhkembangkan koperasi pekeija/buruh, dan mengembangkan 
usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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(4) Upaya-upaya untuk menumbuhkembangkan koperasi pekerja/buruh sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 

Pasal 150
Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang ini meliputi 
pemutusan hubungan keija yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau 
tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik 
milik swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain 
yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah 
atau imbalan dalam bentuk lain.

Pasal 151
(1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekeija/serikat buruh, dan pemerintah, dengan 

segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.
(2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak 

dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan keija wajib dirundingkan 
oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh 
apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat 
pekerja/serikat buruh.

(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak 
menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja 
dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial.

Pasal 152
(1) Permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertulis 

kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan 
yang menjadi dasarnya.

(2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima oleh 
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila telah 
dirundingkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2).

(3) Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapat diberikan 
oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika ternyata maksud 
untuk memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan, tetapi perundingan 
tersebut tidak menghasilkan kesepakatan.

Pasal 153
(1) Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan:

a. pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan 
dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus- 
menerus;

I
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b. pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi 
kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku;

c. pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
d. pekerja/buruh menikah;
e. pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau 

menyusui bayinya;
f. pekeija/buruh mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan 

pekeija/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam 
perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama;

g. pekeija/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat 
pekeija/serikat buruh, pekeija/buruh melakukan kegiatan serikat 
pekeija/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas 
kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam 
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

h. pekeija/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai 
perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;

i. karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, 
jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan;

j. pekeija/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau 
sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang 
jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.

(2) Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali
pekerja/buruh yang bersangkutan.

-

Pasal 154
Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) tidak diperlukan dalam
hal:

a. pekeija/buruh masih dalam masa percobaan kerja, bilamana telah 
dipersyaratkan secara tertulis sebelumnya;

b. pekeija/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri, secara tertulis atas 
kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari 
pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu 
tertentu untuk pertama kali;

c. Pekeija/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam 
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau 
peraturan perundang-undangan; atau

d. pekeija/buruh meninggal dunia.

Pasal 155
(1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

151 ayat (3) batal demi hukum.
(2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum 

ditetapkan, baik pengusaha maupun pekeija/buruh harus tetap melaksanakan 
segala kewajibannya.

!
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(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekeija/buruh yang 
sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar 
upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekeija/buruh.

Pasal 156
(1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar 

uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak 
yang seharusnya diterima.

(2) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
sebagai berikut:
a. masa keija kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) 

bulan upah;
c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) 

bulan upah;
d. masa keija 3 (tiga) tahun atau lebih tetap i kurang dari 4 (empat) tahun, 4 

(empat) bulan upah;
e. masa keija 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 

(lima) bulan upah;
f. masa keija 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 

(enam) bulan upah;
g. masa keija 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 

(tujuh) bulan upah.
h. masa keija 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 

(delapan) bulan upah;
i. masa keija 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

(3) Perhitungan uang penghargaan masa keija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan sebagai berikut:
a. masa keija 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) 

bulan upah;
b. masa keija 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 

(tiga) bulan upah;
c. masa keija 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (duabelas) 

tahun, 4 (empat) bulan upah;
d. masa keija 12 (duabelas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) 

tahun, 5 (lima) bulan upah;
e. masa keija 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan 

belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;
f. masa keija 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 

(duapuluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
g. masa keija 21 (duapuluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 

(duapuluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
h. masa keija 24 (duapuluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh ) bulan upah.
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(4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi:
a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat 

dimana pekeija/buruh diterima bekeija;
c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% 

(limabelas perseratus) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa 
kerja bagi yang memenuhi syarat;

d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan 
atau peijanjian keija bersama.

(5) Perubahan perhitungan uang pesangon, perhitungan uang penghargaan masa 
kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), 
dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 157
(1) Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang 

penghargaan masa keija, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang 
tertunda, terdiri atas:
a. upah pokok;
b. segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada 

pekeija/buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari catu yang 
diberikan kepada pekeija/buruh secara cumacuma, yang apabila catu harus 
dibayar pekeija/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih 
antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekeija/buruh.

(2) Dalam hal penghasilan pekeija/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan harian, 
maka penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 kali penghasilan sehari.

(3) Dalam hal upah pekeija/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil, 
potongan/borongan atau komisi, maka penghasilan sehari adalah sama dengan 
pendapatan rata-rata per hari selama 12 (dua belas) bulan terakhir, dengan 
ketentuan tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum provinsi atau 
kabupaten/kota.

(4) Dalam hal pekeijaan tergantung pada keadaan cuaca dan upahnya didasarkan 
pada upah borongan, maka perhitungan upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 
12 (dua belas) bulan terakhir.

-

Pasal 158
(1) Pengusaha dapat memutuskan hubungan keija terhadap pekeija/buruh dengan

alasan pekeija/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut:
a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang 

milik perusahaan;
b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan 

perusahaan;
c. mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan atau 

mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan 
keija;

d. melakukan perbuatan asusila atau peijudian di lingkungan keija;
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e. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja 
atau pengusaha di lingkungan kerja;

f. membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan 
bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi 
perusahaan;

h. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha 
dalam keadaan bahaya di tempat kerja;

i. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya 
dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau

j. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana 
penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

(2) Kesalahan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan 
bukti sebagai berikut:
a. pekeija/buruh tertangkap tangan;
b. ada pengakuan dari pekeija/buruh yang bersangkutan; atau
c. bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di 

perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 
(dua) orang saksi.

(3) Pekerja/buruh yang diputus hubungan kerjanya berdasarkan alasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh uang penggantian hak sebagai 
dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4).

(4) Bagi pekeija/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tugas dan 
fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain uang 
penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah 
yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan 
perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 159
Apabila pekerja/buruh tidak menerima pemutusan hubungan kerja sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 158 ayat (1), pekerja/buruh yang bersangkutan dapat 
mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pasal 160
(1) Dalam hal pekeija/buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan 

tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha, maka pengusaha tidak wajib 
membayar upah tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekeija/buruh 
yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk 1 (satu) orang tanggungan: 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah;
b. untuk 2 (dua)orang tanggungan: 35% (tiga puluh lima perseratus) dari upah;
c. untuk 3 (tiga) orang tanggungan: 45% (empat puluh lima perseratus) dari 

upah;
d. untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih: 50% (lima puluh perseratus) 

dari upah.
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(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk paling lama 6 
(enam) bulan takwin terhitung sejak hari pertama pekerja/buruh ditahan oleh 
pihak yang berwajib.

(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh 
yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana 
mestinya karena dalam proses perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
d).

(4) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan pekeija/buruh dinyatakan tidak 
bersalah, maka pengusaha wajib mempekerjakan pekeija/buruh kembali.

(5) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan 
berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan bersalah, maka pengusaha dapat 
melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekeija/buruh yang bersangkutan.

(6) Pemutusan hubungan keija sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) 
dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial.

(7) Pengusaha wajib membayar kepada pekeija/buruh yang mengalami pemutusan 
hubungan keija sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), uang 
penghargaan masa keija 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang 
penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).

Pasal 161
(1) Dalam hal pekeija/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam 

peijanjian keija, peraturan perusahaan atau peijanjian keija bersama, pengusaha 
dapat melakukan pemutusan hubungan keija, setelah kepada pekeija/buruh yang 
bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara 
berturut-turut.

(2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing berlaku 
untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam peijanjian keija, 
peraturan perusahaan atau peijanjian keija bersama.

(3) Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan keija dengan alasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) 
kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa keija sebesar 1 (satu) 
kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan 
Pasal 156 ayat (4).

Pasal 162
(1) Pekeija/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang 

penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
(2) Bagi pekeija/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas 

dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain 
menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan 
uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam peijanjian keija, 
peraturan perusahaan atau perjanjian keija bersama.

(3) Pekeija/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus memenuhi syarat:

i
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a. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat- 
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;

b. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
c. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.

(4) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri
dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial.

Pasal 163
(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan keija terhadap pekeija/buruh 

dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan 
kepemilikan perusahaan dan pekerja/ buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan 
keija, maka pekeija/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai 
ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang perhargaan masa keija 1 (satu) kali ketentuan 
Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 
ayat (4).

(2) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan keija terhadap pekeija/buruh 
karena perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan 
pengusaha tidak bersedia menerima pekeija/buruh di perusahaannya, maka 
pekeija/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 
156 ayat (2), uang penghargaan masa keija 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 
156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat
(4).

Pasal 164
(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan keija terhadap pekeija/buruh 

karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara 
terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur), 
dengan ketentuan pekeija/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali 
ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa keija sebesar 1 (satu) kali 
ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 
156 ayat (4).

(2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan 
dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan 
publik.

(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan keija terhadap pekeija/buruh 
karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun 
berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi 
perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekeija/buruh berhak atas 
uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang 
penghargaan masa keija sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan 
uang penggantian hak sesuai sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Pasal 165
Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan keija terhadap pekeija/buruh
karena perusahaan pailit, dengan ketentuan pekeija/buruh berhak atas uang pesangon
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sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa keija 
sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai 
ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Pasal 166
Dalam hal hubungan kerja berakhir karena pekerja/buruh meninggal dunia, kepada 
ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan 
perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) 
kali uang penghargaan masa keija sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang 
penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

i
Pasal 167

(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan keija terhadap pekeija/buruh 
karena memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkan 
pekeija/buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh 
pengusaha, maka pekeija/buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon sesuai 
ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa keija sesuai ketentuan 
Pasal 156 ayat (3), tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan 
Pasal 156 ayat (4).

(2) Dalam hal besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang diterima sekaligus dalam 
program pension sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata lebih kecil 
daripada jumlah uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan 
uang penghargaan masa keija 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang 
penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), maka selisihnya dibayar 
oleh pengusaha.

(3) Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekeija/buruh dalam program 
pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekeija/buruh, 
maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang 
premi/iurannya dibayar oleh pengusaha.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat 
diatur lain dalam peijanjian keija, peraturan perusahaan, atau peijanjian keija 
bersama.

(5) Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekeija/buruh yang mengalami 
pemutusan hubungan keija karena usia pensiun pada program pensiun maka 
pengusaha wajib memberikan kepada pekeija/buruh uang pesangon sebesar 2 
(dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa keija 1 (satu) 
kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan 
Pasal 156 ayat (4).

(6) Hak atas manfaat pensiun sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 
ayat (3), dan ayat (4) tidak menghilangkan hak pekeija/buruh atas jaminan hari 
tua yang bersifat wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.

Pasal 168
(1) Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari keija atau lebih berturut-turut 

tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah
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dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus 
hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.

(2) Keterangan tertulis dengan bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus diserahkan paling lambat pada hari pertama pekeija/buruh masuk bekeija.

(3) Pemutusan hubungan keija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pekeija/buruh 
yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan 
Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya 
diatur dalam peijanjian keija, peraturan perusahaan, atau peijanjian keija 
bersama.

Pasal 169
(6) Pekeija/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan keija kepada 

lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha 
melakukan perbuatan sebagai berikut:
a. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekeija/buruh;
b. membujuk dan/atau menyuruh pekeija/buruh untuk melakukan perbuatan 

yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
c. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) 

bulan berturut-turut atau lebih;
d. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekeija/buruh;
e. memerintahkan pekeija/buruh untuk melaksanakan pekeijaan di luar yang 

dipeijanjikan; atau
f. memberikan pekeijaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, 

dan kesusilaan pekeija/buruh sedangkan pekeijaan tersebut tidak 
dicantumkan pada peijanjian keija.

(7) Pemutusan hubungan keija dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
pekeija/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 
ayat (2), uang penghargaan masa keija 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), 
dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

(8) Dalam hal pengusaha dinyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan keija tanpa 
penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan 
pekeija/buruh yang bersangkutan tidak berhak atas uang pesangon sesuai 
ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan uang penghargaan masa keija sesuai ketentuan 
Pasal 156 ayat (3).

Pasal 170
Pemutusan hubungan keija yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat 
(3) dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 162, dan Pasal 
169 batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekeijakan pekeija/buruh yang 
bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima.

Pasal 171
Pekeija/buruh yang mengalami pemutusan hubungan keija tanpa penetapan lembaga 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana
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dimaksud pada Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162, dan 
pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan keija 
tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak 
tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya.

Pasal 172
Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat 
kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 
12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan 
uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa 
keija 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 (satu) kali 
ketentuan Pasal 156 ayat (4).
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